WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah  Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 tahun 2008
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2018 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Padang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran  Daerah Kota
Padang Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.



(1)

(2)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

berupa laporan keuangan memuat :

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;
neraca,;

laporan operasional,

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan

"m0 o

7

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a.
b.

C.

pendapatan Rp 2.350.116.615.606,61
belanja Rp 2.351.499.268.939,71
defisit

pembiayaan

1. penerimaan Rp 108.996.762.655,18
2. pengeluaran Rp 52.829.237.048,00
surplus

Pasal 3

Rp 1.382.653.333,10

Rp 56.167.525.607,18

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:

a.

selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 342.321.848.230,71

dengan rincian sebagai berikut :

2.692.438.463.837,32
2.350.116.615.606.,61

1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp
2. realisasi Rp
selisih kurang Rp

selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
dengan rincian sebagai berikut :

342.321.848.230,71
Rp 397.105.957.552,61

2.748.605.226.492,32
2.351.499.268.939.71

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp
2. realisasi Rp
selisih kurang Rp

397.105.957.552,61

selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp 54.784.109.321,90

dengan rincian sebagai berikut :
1. defisit setelah perubahan Rp
2. realisasi Rp

(56.166.762.655,00)
(1.382.653.333,10)

selisih kurang Rp

54.784.109.321,90



d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,18
dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran penerimaan pembiayaan Rp 108.996.762.655,00
setelah perubahan

2. realisasi Rp 108.996.762.655,18

selisih lebih Rp 0,18

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp
762.952,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp 52.830.000.000,00
setelah perubahan

2. realisasi Rp 52.829.237.048,00

selisih kurang Rp 762.952,00

f.  selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 762.952,18
dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan netto Rp 56.166.762.655,00
setelah perubahan
2. realisasi Rp 56.167.525.607,18
selisih lebih Rp 762.952,18
Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal Rp 108.996.762.655,18
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan Rp 108.996.762.655,18
pembiayaan tahun berjalan
sub total (a — b) Rp 0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
(SiLPA/SiKPA) Rp 54.784.872.274,08
sub total (a—-b) + ¢ Rp 54.784.872.274,08
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun Rp 0,00
sebelumnya
e. lain-lain Rp 0,00
f.  saldo anggaran lebih akhir Rp 54.784.872.274,08
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per 31 Desember 2019
sebagai berikut :

a. jumlah aset Rp 7.813.369.096.917,56

b. jumlah kewajiban Rp 34.446.360.747,62

c. jumlah ekuitas dana Rp T.078.922.736.169,94
Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :



a. pendapatan - LO
b. beban

surplus dari operasi (a — b)

c. defisit dari kegiatan non operasional
surplus sebelum pos luar biasa [(a - b) + ¢] Rp
d. pos luar biasa

surplus - LO [(a-b) + ] -d

Rp 2.547.186.154.958,61
Rp 1.900.504.005.477,37

Pasal 7

646.682.149.481,25
(11.619.288.359,39)
635.062.861.121,86

4.341.794.329,00
630.721.066.792,86

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

TR oo A0 o

arus kas bersih dari aktivitas investasi
arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
arus kas bersih dari aktivitas transitoris
kas di Bendahara Pengeluaran

kas di Bendahara Penerimaan

. kas di BLUD
kas BOS
saldo kas akhir per 31 Desember 2019

saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019 Rp
arus kas bersih dari aktivitas operasi

100.462.021.749,18

Rp 461.612.653.516,74
Rp (486.674.335.159,84)

Pasal 8

(26.829.237.048,00)
(4.153.030,00)
30.769.888,00
19.803.500,00
2.893.696.034,00
3.315.726.212,00
54.826.945.662,08

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Rp 7.065.478.403.940,53

a. ekuitas awal

b. RK (K) PPKD Rp
c. surplus / defisit - LO Rp
d. RK (M) PPKD Rp
e. dampak kumulatif perubahan kebijakan / Rp

kesalahan mendasar

1.

e B R L o

perhitungan mutasi masuk Rp

aset tetap

perhitungan mutasi keluar

aset tetap

koreksi tambah aset tetap
koreksi tambah aset lainnya
koreksi kurang aset tetap
koreksi kurang aset lainnya
koreksi pembayaran utang
koreksi tambah piutang/

tuntutan ganti rugi

koreksi kurang piutang/

tuntutan ganti rugi

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

3.309.860.150,00
(3.309.860.150,00)

27.575.426.319,88
11.800.032,00
(323.870.926,17)
(10.445.946.540,57)
65.272.375,00
600.550.827,00

(2.370.103.033,00)

0,00
630.721.066.792,86
0,00
82.723.265.436,55



10. koreksi penyisihan piutang/ Rp
dana bergulir

11. koreksi nilai investasi/ Rp
pembiayaan

12. koreksi akumulasi penyusut Rp

ekuitas akhir

53.562.000,00
(9.622.329.096,97)

77.178.903.479,38
Rp 7.778.922.736.169,94

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif
atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

— e
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lampiran I
lampiran 1.1

lampiran 1.2

lampiran 1.3

lampiran 1.4

lampiran II
lampiran III
lampiran [V
lampiran V
lampiran VI
lampiran VII
lampiran VIII
lampiran IX
lampiran X

lampiran XI
lampiran XII

lampiran XIII

laporan realisasi anggaran;

ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan,;

rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

laporan operasional;

laporan perubahan ekuitas;

neraca;

laporan arus kas;

catatan atas laporan keuangan,;

daftar rekapitulasi piutang daerah;

daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir;

daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah;

daftar rekapitulasi aset tetap;



n. lampiran XIV . daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

0. lampiran XV . daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. lampiran XVI . daftar dana cadangan daerah;

q. lampiran XVII  : daftar kewajiban jangka pendek;

r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;

s. lampiran XIX . daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

t. lampiran XX . ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/
perusahaan daerah; dan

u. lampiran XXI : laporan kinerja.

Pasal 11
Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Juli 2020

OTA PADANG,

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Juli 2020

S DAERAH KOTA PADANG

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :
(2/38/2020)



